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Caca Sasmi Okta Prayati, (2020): Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru Dalam Memberikan 
Perlindungan Terhadap Perempuan 
Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru 
Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 
Tentang Perlindungan Perempuan dan 
Anak Dari Tindak Kekerasan. 
Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian 
harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, 
ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini dikeranakan adanya 
ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada msyarakat kita 
menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak 
kekerasan 
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan 
Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan tugas yang 
dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual 
serta faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. 
Penelitian ini ialah penelitian empiris, maka dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan evektifitas hukum yaitu mengadakan identifikasi 
pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. 
Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 responden. Maka 
penulis mengambil sampel dengan teknik Total Sampling. Dan sifat penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif analisis. 
Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa 
Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan Seksual dalam kenyataan nya masih belum berjalan dengan optimal hal ini 
dikarenakan belum maksimalnya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru secara maksimal serta kurangnya tenaga ahli 
maupun konselor yang mumpuni dalam menyelesaikan setiap kasus yang masuk. 
Terlihat dari kurangnya dalam memberikan pelayanan pengaduan terhadap korban, 
konseling, bantuan hukum dikarenakan masih kurangnya konselor psikolog dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus 
kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan 
terjadi hamper setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual 
maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi 
salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya 
oleh semua pihak  salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan 
terhadap perempuan atau Kekerasan Pelecehan Seksual. Variabel kekerasan 
pada perempuan sebagai variabel dependen didefinisikan sebagai salah satu 
varian dari kejahatan. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila 




Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan 
atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan 
bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan 
seseorang, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 
yang telah disebutkan di dalam pasal 28I ayat (1) yang berbunyi “Setiap 
orang mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
                                                             
1
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pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudaki, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
2
 
Membahas mengenai kekerasan terutama korbanya terhadap 
perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya 
(kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat 
kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya 
(perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), 
maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang 
asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan 
pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di 
tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa.
3
 Hal ini 
dikeranakan adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan 
tumbuh subur pada msyarakat kita menyebabkan perempuan ditempatkan 
pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.
4
 
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 
perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan 
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 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) 
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 Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2006) hlm. 26 
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 M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan 





atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitas 
ekonomi sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah 
publik atau dalam kehidupan pribadi.
5
 Untuk dapat memahami dan mencari 
sumber kekerasan sebagai sebuah fenomena sosial, harus dilakukan telaah 
dari berbagai aspek, antara lain dengan telaah gender, karena sebagai 
konstruksi social, telaah gender merupakan satu cara pandang yang sangat 
penting untuk dibahas dalam mencoba memahami fenomena kekerasan secara 
lebih utuh, dalam hal tersebut termasuk meneropong sasaran kekerasan, 




Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya 
perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya 
penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan 
seperti kekerasan Berbasis Gender (KBG). Definisi Kekerasan Berbasis 
Gender (KBG) sendiri menurut United Nations High Commissioner for 
Refugees (UHCR) atau disebut Komusioner Tinggi Perserikatan Bangsa-
bangsa untuk Pengungsi adalah Kekerasan bebasis gender diartikan sebagai 
kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini 
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 M. Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah 





termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental 
atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan.
7
 
Istilah "Kekerasan Berbasis Gender" memberi penekanan khusus pada 
akar masalah dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu ketimpangan gender.
8
 
Artinya, diantara pelaku dan korban kekerasan terdapat relasi gender, dimana 
pelaku  mengendalikan dan korbannya dikendalikan melalui tindakan tersebut. 
Kekerasan Berbasis Gender mencakup perbuatan yang menimbulkan dampak 
negatif atau penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman perbuatan 
tersebut, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.
9
 
Kekerasan kepada perempuann berbasis gender merupakan tindakan 
kekerasan yang mengakibatkan penderitaan kepada perempuan dengan alasan 
korban adalah perempuan. Kekerasan kepada perempuan tersebut  disebabkan  
oleh  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  gender  yang  diperparah  dengan  
relasi kekuasaan yang masih timpang antara laki-laki dengan perempuan. 
Adanya ideologi patriarki yang menempatkan posisi  perempuan  dibawa laki-
laki  juga  memicu  pelanggengan  tindakan-tindakan kekerasan kepada 
perempuan. 
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Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang 
mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. 
Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara 
suami dan isteri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Di 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi 
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(CEDAW), dukungan pemerintah Indonesia terhadap tujuan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Konvensi Wanita) yang dikemukakan dalam keterangan pemerintah di DPR 
pada tahun 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-
bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip 
persamaan hak bagi wanita.
10
 
Definisi korban yang hampir serupa juga dapat ditemui dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dalam Pasal 1 ayat (3). Dampak terbesar dari Kekerasan Berbasis 
Gender terhadap korban adalah kerugian yang diderita korban secara mental. 
Selain itu, perbuatan Kekerasan Berbasis Gender juga menimbulkan 
kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar 
pada diri. Oleh karenanya korban dari kejahatan Kekerasan Berbasis Gender 
juga berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan definisi Pasal 1 ayat (3) yang sesuai 
dengan korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
11
 
Faktor-faktor pendukung terjadinya Kekerasan Berbasis Gender 
beragam menurut lingkungan, penduduk, dan jenis Kekerasan Berbasis 
Gender. Jenis-jenis Kekerasan Berbasis Gender yaitu: 
a. Kekrasan Seksual 
b. Kekerasan Fisik 
c. Kekerasan Mental dan Psikologis 
d. Kekerasan Sosial dan Ekonomi 
Lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan 
anak pada tingkat pusat adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan 
Anak sebelumnya bernama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan  
(Kemmeneg PP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang 
membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  
Pada tingkat daerah dalam hal ini Kota Pekanbaru, lembaga 
pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak adalah 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yaitu 
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berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
12
 dan 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
13
 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya 
pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi memberikan 
perlindungan dan penanganan korban kekerasan yang sudah tercantum dalam 
Pasal 14 Bagian Keempat Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
14
 
Namun tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
perlindungan Anak adalah kurangnya Sumber Daya Manusia seperti Tenaga 
Advokat, Tenaga Konselor, dan Tenaga Psikolog. Sumber daya manusia 
merupakan salah satu faktor penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari 
sebuah organisasi maupun institusi. Sumber Daya Manusia yang dimaksud 
sangat dibutuhkan oleh Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 
Kota Pekanbaru dikarenakan jika dalam 1 hari kasus yang masuk lebih dari 2 
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kasus dan pelayanan penanganan korban akan menjadi terhambat.
15
 Oleh 
karenanya ketentuan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi sangat dperlukan 
dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak untuk 
didapatkan oleh korban pelecehan seksual yang dimohonkan oleh korban 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 2018 dalam Pasal 37 hingga Pasal 44.
16
 Sedangkan bantuan rehabilitasi 
psikososial dan psikologis merupakan bentuk pelayanan dan bantuan 
psikologis dan sosial yang memiliki tujuan meringankan, melindungi dan 
memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban.
17
 
Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan 
atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan 
bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. 
Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ditetapkan sebagai berikut: 
1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi 
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2. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yang melibatkan para pihak 
3. Rendahnya kualitas perlindungan anak.18 
Kasus pelecehan seksual di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun 
meningkat. Di tahun 2019 saja kasus pelecehan seksual di kota pekanbaru 
mencapai 170 kasus. Hal itu diketahui berdasarkan data yang dari Unit 
Kedokteran Forensik RS Bhayangkara Pekanbaru Biddokkes Polda Riau 
sepanjang 2019. Para korban rata-rata di dominasi oleh anak dibawah umur 18 
tahun dan sisanya adalah berusia diatas 18 tahun, kasus yang dialami para 
korban juga adalah berupa pencabulan, pemerkosaan, dan perzinaan. Para 
pelaku yang dijumpai merupakan orang terdekat seperti teman, keluarga, 
tetangga, dan pelaku lainnya.
19
 
Seperti kasus berikut yang terjadi pada tahun 2018, seorang oknum 
pelatih dayung berinisial MY alias Yana yang ditangkap Satreskrim Polresta 
Pekanbaru, Rabu (14/11/2018) atas dugaan pelecehan seksual terhadap dua 
anak di bawah umur. Tidak hanya dua, diduga kuat ada empat korban lainnya. 
Dugaan pelcehan seksual ini terungkap setelah orangtua korban curiga dengan 
aktifitas anaknya yang nilai sekolahnya selalu menurun. Saat ditanya, korban 
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akhirnya mengakui jika telah menjadi korban pelecehan oleh terlapor.
20
 Dan 
kasus di tahun 2019 seorang remaja berinsisial JA (18) di Kecamatan 
Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, diduga hendak melakukan percobaan 
pemerkosaan terhadap YS (29) yang tak lain adalah tantenya sendiri. 
Peristiwa itu terjadi di rumah korban, saat suaminya sedang tidak ada. Usai 
kejadian itu, pelaku sempat diamankan dan diserahkan ke polisi. Namun, 
kedua belah pihak sepakat berdamai.
21
 
Melihat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, 
maka terlihat bahwa pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan belum 
berjalan maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis 
tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hokum atau 
skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam 
Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 
Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 
Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari 
Tindak Kekerasan” 
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B. Batasan Masalah 
Untuk mengindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih 
terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan 
batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di 
fokuskan kepada Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan 
Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Peraturan 
Waliokota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Pelindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan 
Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru 
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 
Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan? 
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi dalam 
Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Pelindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas dari Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Pekanbaru 
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan 
dan Anak Dari Tindak Kekerasan. 
b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam 
Pelaksanaan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Pelindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan 
Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan 
menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan 








a. Secara Teoritis 
1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 
diteliti, dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam 
Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 
Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.  
2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b. Secara Praktis 
1) Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pelaksanaan 
Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru 
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.  
c. Secara Akademis 
Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi 
bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin 





E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu system dari prosedur dan teknik 
penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti. 
22
 Untuk mendukung suksesnya penelitan ini baik dalam rangka memberikan 
jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapaianya tujuan 
dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menerapkan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta 
meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan 
masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan 
sebagai penelitian hukum sosiologis. 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis 
menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya 
fenomena yang terjadi mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan 
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Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan 
Perempuan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. 
F. Populasi dan Sample Penelitian 
Populasi ialah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis 




Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Total Sampling 
dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam populasi mempunyai  
kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sampel dengan 




Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak yang mana paling utama adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang, Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang, Staff Perlindungan 
Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang, serta Korban kekerasan seksual 
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yang merupakan kekerasan berbasis gender sebanyak 3 orang korban
25
 dan 
dijadikan sample sebanyak 2 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
yang akan diteliti berjumlah 5 orang. 
Table 1.1 
Populasi dan Sample 
 
No Nama Populasi Populasi Sampel 
1 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kota Pekanbaru 
1 1 
2 Kepala UPT Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
1 1 
3 Staff Perlindungan Perempuan dan 
Anak 
1 1 
4 Korban Kekerasan Seksual 3 2 
 Sumber: Data Lapangan 2020 
1. Jenis dan Sumber Data 
   Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data 
primer dan data sekunder. 
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru serta Korban 
pelecehan seksual baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan 
alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak 
terkait. 
                                                             





b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 
kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.
26
 
2. Metode Pengumpulan Data 
1) Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 
lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan 
sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap Pelaksanaan Tugas 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Dalam 
Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 
Seksual.  
2) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan 
responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan 
oleh penulis terhadap komponen yang ada di Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang bergerak dalam 
pemberdayaan serta perlindungan perempuan serta korban untuk 
memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi 
ini. 
3) Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku 
referensi yang bekaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. 
Diantaranya buku, jurnal, dan peraturan yang berlaku. 
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3. Sifat dan Pendekatan Penelitian 
 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Empiris, maka 
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan evektifitas hukum yaitu 
membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat berupa 
Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota 
Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Bagi Korban 
Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan 
Anak Dari Tindak Kekerasan. Dan sifat penelotian yang digunakan adalah 
Deskriptif Analitis yaitu menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang 
berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitia. Demikian 




4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah 
sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi 
mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi 
permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian baik 
itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan 
responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang 
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ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil 
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GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU 
A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru adalah salah satu dari Perangkat Daerah (PD) yang ada di  Kota 
Pekanbaru. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru sendri dibentuk berdasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru 
Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Perangkat Daerah. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaa Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DP3A). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru juga bergabung dalam Badan 
Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) 
dan menjadi satu bidang yang disebut dengan Bidang Pemberdayaan 
Perempuan. 
Sekitar pada tahun 2015, Kementerian  Dalam Negeri mempersilahkan  
Bidang Pemberdayaan Perempuan yang ingin membuat suatu dinas yang 
terpisah pemberdayaan perempuannya dengan ketentuan harus mengisi 
variable yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri itu sendiri. Variabel 





penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah perempuan 
korban kekerasan dan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khsusus. 
Setelah variabel tersebut diisi dengan data dan fakta, maka 
berdasarkan variabel yang telah diverifikasi dan telah dinilai oleh tim pusat, 
Bidang Pemberdayaan Perempuan  mendapatkan skor sebanyak 990. Dengan 
jumlah skor tersebut, bidang ini dapat menjadi suatu Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A (tidak bergabung dengan 
dinas lain) agar dapat lebih konsentrasi mengurusi perempuan dan anak. 
Melihat kondisi  keuangan daerah pada saat itu, maka Walikota Pekanbaru 
menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru dengan tipe B, yakni dengan 1 sekretaris, 2 kasubag, 3 bidang, dan 
9 kasi. 
Dikarenakan kebutuhan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak maka pada tahun 2016 terjadi proses pembentukan nya 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat 
diperlikan, maka pada tahun 2017 disahkanlah Dinas Pemberdayaan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Dagang No.78 






B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 
Kota Pekanbaru  
Selaras dengan penetapannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 Tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan 
“Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat 
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembgaa teknis daerah, daerah, 
kecamatan dan kelurahan.”
29
 maka seluruh Perangkat Daerah termauk Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  hanya mewujudkan serta 
mendukung visi misi yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru yaitu “Menjadikan 
Kota Pekanbaru Smart City Yang Madani”. Untuk mewujudkan visi misi 
tersebut dengan 6 pilar yaitu: 
1. Smart Goverment 
2. Smart People 
3. Smart Environment 
4. Smart Economy 
5. Smart Mobility 
6. Smart Living 
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Visi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak adalah ”Masyarakat Madani” . untuk mewujudkan strategi 
masyarakat yang madani dengan adanya revolusi mental. Revousi mental 
merupakan gerakan perubahan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, 
tangguh, dan berdaya saing melalui peningkatan akhlak, pembentukan 
karakter dan kualitas masyarakat atau gerakan menciptakan masyarakat 
madani. Revolusi mental sendiri memiliki 3 pilar yaitu: 
1. Dimensi Akhlak 
2. Dimensi Karakter 
3. Dimensi Kualitas 
Kemudian dengan adanya 3 pilar tersebut dilakukan nya 
pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Sedangkan untuk 
misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru sendiri yaitu: 
1. Mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. 










C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 
Anak Kota Pekanbaru 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu dari 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas 
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan 
dan Anak Dari Tindak Kekerasan. 
Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah meningkatkan 
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak 
Perempuan, Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak, Meningkatkan Partisipasi 
Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan Yang Baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. 
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Dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan 
anak, maka pemerintahan Kota Pekanbaru membentuk Satuan Kerja 





5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
6. Mental dan Spiritual  
7. Ketentraman dan ketertiban 
Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan didalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Walikota yakni Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah 
Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022 diarahkan 
untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya 
kesetaraan dan keadilan gender adalah: 
1. Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk 
menikmati pendidikan disemua jenjang, sehingga mereka 
memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya 





2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut 
menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak 
serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan 
reproduksi termasuk dalam keluarga berencana. 
3. Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha 
dibidang ekonomi produktif, termasuk mendapat modal 
pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan 
informasi pasar sehingga dapat mendorong  lahirnya 
kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha. 
4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan 
keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta 
keseimbangan perempuan diberbagai sector. 
5. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak 
guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, 
kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan 
anak (trafikking) yang dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip keterpaduan dan keseimbangan.
31
 
Salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Dan Anak Kota Pekanbaru adalah melakukan pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 
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tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur 







D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
Gambar 1.1 
Skema Struktur Organisasi 
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
 








A. Tinjauan Pelaksanaan Tugas 
a. Kebijakan Publik 
Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi 
kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat. 
Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:
32
 
a. Tingkat hidup masyarakat meningkat 
b. Terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi 
dan kreasi individual 
c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas 
masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) 
d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan. 
Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan subtantif 
dan kebijakan implementatif. Kebijakan subtantif adalah keputusan yang 
dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk 
mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah 
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kebijakan implemtatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-
upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan subtantif.
33
 
Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di 
atas, dapat  disimpukan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian 
konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang 
menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan 
cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam 
memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajeman dalam 
usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman 
untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. 
Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert 
adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai 
tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut 




Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena 
mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, 
budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya 
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti 
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undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan 
menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, 
peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. 
Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-
akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan 
dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. 
Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. 
Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Hubungan 
antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak 
beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, 




Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang 
kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus 
dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk 
mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan 
publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah 
untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun 
demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan 
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yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn 
adalah sebagai berikut :
36
 
a. Tahap penyusunan agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 
agenda publik. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak 
disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan 
menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-
alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 
b. Tahap formulasi kebijakan   
Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 
oleh para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut berasal 
dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 
alternatives/policy options) yang ada. Dalam tahap ini masing-
masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan 
pemecahan masalah terbaik. 
c. Tahap adopsi kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif 
kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 
 
                                                             





d. Tahap implementasi kebijakan  
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit 
jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan 
oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di 
tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh 
unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya 
finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai 
kepentingan akan saling bersaing. 
e. Tahap evaluasi kebijakan  
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 
dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk 
meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang 
dihadapi masyarakat.  
Menurut Suharno, proses pembuatan kebijakan merupakan 
pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang 
dibayangkan. Walaupun demikian, para adsministrator sebuah 
organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan 
kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat 
kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun 
yang tidak diharapkan (unintended risks).
37
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Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, 
keputusan  dan sebagainya. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan 
penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 
dilaksanakan  untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan 
yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala 
kebutuhan, alat-alat  yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana 
tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus 
dilaksanakan, suatu proses rangkaian  kegiatan tindak lanjut setelah 
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang  terdiri atas pengambilan 
keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan 




Pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan 
lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga 
pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang 
dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang 
diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan 
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Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa 
yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan  (pemerintah) yang 
akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich menyebutkan bahwa 
pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut: 
a. Spesifikasi rinian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga 
atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum 
atau program ditafsirkan; 
b. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, 
personil yang akanmelaksanakan program dan organisasi yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan program. 
c. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. 
Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku 
badan-badan administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 
sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan 
politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung 
dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat  
(stakeholders). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan 
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biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu 
juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang 
ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan 




Menurut Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek yang 
diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, 
sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. 
Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara 
langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling 
berpengaruh terhadap aspek lainnya yaitu:
41
 
a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi 
Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana 
dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 
Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat 




                                                             
40
 Ibid, Abdullah Ramdhani& M. Ali Ramdhani, hlm. 4 
41
 Wahyudi, Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa 
dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, ( Jurnal 






Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain 
menginterprestasikan suatu ide/gagasan, terutama yang 
dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu system 
yang biasa  (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, 
maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat 




Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan 
sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan 
publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi 
jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka 
pelaksanaaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan 
secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan 
menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan 
pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya 
memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, 
sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan 
kebijakan publik. 
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d. Disposisi atau sikap dari pelaksana 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, 
kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan 
memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan 
menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana 
kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan 
maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses 
pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.
43
 
Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan 
stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan 
pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk 
menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh 
karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat 
akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Model 
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a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante) 
Evaluasi ex-ante adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum 
kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih 
dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan 
kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan 
sebelumnya. 
b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going) 
Evaluasi on-going secara umum dimaksudkan untuk menjamin agar 
tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan 
dimaksudkan untuk evaluasi penilaian akhir capaian kinerja 
pelaksanaan kebijakan. 
c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) 
Evaluasi ex-post adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah 
pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisa 
tingkat pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) pelaksanaan 
kebijakan. Evaluasi ex-post digunakan untuk menilai efisiensi 
(keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian 
tujuan dan sasaran), ataupun manfaat (dampak pelaksanaan 
kebijakan terhadap penyelesaian masalah). 
Di dalam pelaksanaan kebijakan public ada juga yang disebut 
diskresi. Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau mengambil 





negara yang berwenang dan berwajib) menurut pendapat sendiri.
45
 
Diskresi merupakan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh 
penilaian pribadi, yang tidak terikat dengan hukum yang berlaku. Diskresi 
adalah kebebasan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan publik 
dalam rangka penyelenggaraan kebijakan publik, sesuai dengan 
meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan negara 
kepada masyarakat yang semakin kompleks. 
Ruang lingkup diskresi meliputi adanya kekuasaan pelaksana 
kebijakan  (pejabat public) untuk bertindak menurut keputusan dan hati 
nurani sendiri, karena adanya pilihan keputusan atau tindakan, peraturan 
tidak mengatur, peraturan tidak lengkap, ataupun karena adanya stagnasi 
pemerintahan. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau 
kewewenangan yang melekat pada dirinya selaku pengambil keputusan.
46
 
Keputusan diskresi biasanya digunakan dalam peningkatan pelayanan 
masyarakat. Umumnya, pelaksana kebijakan dituntut harus dapat 
memahami dinamika kemasyarakatan secara personal, terlebih lagi 
pelaksana kebijakan yang harus mengatasi akibat dari keputusan yang 
mereka berikan dalam pelayanan masyarakat. Adanya derajat kebebasan 
ini, dapat menyebabkan tidak seragamnya pelayanan yang diperoleh 
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masyarakat pelaksana kebijakan. Penggunaan diskresi bagi pelaksana 
kebijakan misalnya pemanfaatan budaya lokal, penggunaan sumberdaya 





Pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah 
suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan 




Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder, “The 
Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” 
(Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur 
dalam suatu jabatan). Sementara Stone, mengemukakan bahwa “A task is 
a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu 
tugas merupakan suatu kegiatan  pekerjaan khusus yang dilakukan untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu). 
49
 Definisi lainnya yang menilai bahwa 
tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam 
organisasi yaitu menurut John & Mary Miner, menyatakan bahwa “Tugas 
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adalah  kegiatan  pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan 
khusus”. Sedangkan menurut Moekijat, “Tugas adalah suatu bagian atau 
satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan 




Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama 
dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang 
memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan 
atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
a. Perempuan 
Pengertian perempuan, perempuan merupakan makhluk lemah 
lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara 
umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan 
memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di 
sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula 
perbedaan pada tingkahlakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal 
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kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang 
bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.
51
 
Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal 
dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, 
hulu, yang paling besar.
52
 Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan  
perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut 
Zaitunah menjelaskan pergeseran  istilah dari wanita ke perempuan. Kata 
wanita dianggap berasal dari bahasa  sanskerta, dengan dasar kata wan 
yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui 
atau merupakan objek jadi subjek.
53
 
Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk 
membentuk individu  dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 
tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa 
yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi 
yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk 
memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat 
demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan 
daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, 
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psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh 




Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil 
antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah 
amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 
harkat dan martabat sebagai  manusia seutuhnya.
55
 
Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan 
generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena 
itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, 
maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 
dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan 
berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
56
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Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara 




a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-
hak untuk melestarikan dan mempertahan hidup (The Right of Live) 
dan hak untuk memperoleh tandar kesehatan tertinggi dan 
perawatan yang sebaik-baiknya 
b. Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak 
perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran 
bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak 
pengungsi 
c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak 
anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk 
pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar 
hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral 
dan sosial anak (the rights of standart of living) 
d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak 
yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal 
yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his 
views freely in all matters affecting the child). Hak untuk 
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berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya 
mendasar bagi anak,  masa kanak-kanak dan pengembangan 
keterlibatannya di dalam masyarakat luas. 
C. Tinjauan Kekerasan Seksual 
a. Kekerasan 
 Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat 
fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang 
lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya 
persetujuan pihak lain yang dilukai.
58
 
 Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau 
invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi 
seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan 
pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannyapada bentuk 
penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, 
atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.
59
 
 Halim Barkatullah menyimpulkan  bahwa kekerasan menurut 
Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hamper 
semua pola-pola kekerasan yakni:
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a. Kekerasan legal  
Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. 
Seperti seorang anggota tentara memproleh ganjaran sebagai 
pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka 
menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh: tinju, serta 
tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri. 
b. Kekerasan yang secara sosoal memeperoleh sanksi 
Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat 
dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan 
kekerasan suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial. 
c. Kekerasan rasional 
Beberapa tindakan kekerasan yang tidal legal akan tetapi taka da 
sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 
konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu 
kejahatan terorganisasi. 
d. “illegal, nonsanctioned, irrational violence”  
Yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya 
provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu 
dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh 
pembunuhnya. 
Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah 





hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan 
kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua 
terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini 
kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, 
karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis 
korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi. Hal 
yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa pelecehan 
sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok yang sangat 
otensif dan membuat malu perempuan serta perilaku sengaja menyenggol 
atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa seizing dari kerelaan yang 
bersangkutan. 
b. Seksual  
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seksual adalah 
berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara 
persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.  Dalam arti lain pun seksual 
adalah Aktifitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik 
maupun non fisik.  
Sedangkan pengertian seksual secara umum menurut Dewi 
adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang 






c. Bentuk Kekerasan Pada Perempuan dan Anak 
Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai 
setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau 
kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis 
perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau 
perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi didepan 
umum maupun dalam kehidupan pribadi.
61
 
Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup 
pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi ditempat kerja, dan lain-lain. 
Konteks kekerasan terhadap perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya 
lebih menekankan pada kekerasan baik terhadap perempuan dewasa 
maupun anak perempuan. Meskipun kekerasan terhadap anak perempuan 
lebih banyak terjadi, tetapi kekerasan terhadap anak laki-laki juga dapat 
melahirkan dampak psikologis dalam perkembangannya yang mungkin 
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a. Tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam 
keluarga,termasuk pemukulan,penyalahguanaan seksual atas anak-
anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan 
dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, 
perusakan alat kelamin perempuan,dan praktik-praktik kekejaman 
tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-istri, 
serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. 
b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologisyang terjadi dalam 
masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, 
pelecehan, dan ancaman sekual di tempat kerja,dalam lembaga –
lembaga pendidikan, dan sebagainya. 
c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau 
dibenarkan oleh Negara. 
Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak 
dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual 
yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung 
jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan 
                                                             
63









Sebagaimana dikatakan oleh Kwako dkk bahwa sumber 
terjadinya kekerasan pada anak, muncul sebagai perilaku psikopatologi 
dan kerusakan attachment di masa kecil. Artinya buruknya hubungan 
interpersonal antara anak dan orang tua atau Pengasuh dan tidak 
terbangunnya attachment dengan anak, dapat mempengaruhi kehidupan 
anak. Memahami dampak kekerasan terhadap kepribadian anak, 
selanjutnya akan dibahas tipologi kekerasan dan dinamika kepribadian 
yang terjadi.
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a. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik 
dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, 
dan memiliki kekuasaan. Bentuknya seperti memukul, mendorong, 
menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik. 
b. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas 
hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak 
disetujui, atau secara perkembangan tidak siap dan tidak dapat 
memberikan persetujuan. Pelecehan seksual terhadap anak 
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dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki 
hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. kekuasaan. 
Aktivitas yang dimaksudkan  untuk memuaskan kebutuhan orang 
lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat 
vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila, sampai pada 
pemerkosan. 
c. Kekerasan psikologis atau emosional yakni kegagalan memberikan 
tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya 
lingkungan yang mendukung dan figure kelekatan (attachment 
primer), sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat 
berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan 
masyarakat di mana anak tinggal. 
d. Penelantaran (neglect) yaitu kegagalan orang tua atau yang 
bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait 
perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, 
perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi 
kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. 
D. Tinjauan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 
Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. 
Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi 





tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling kejam, dalam 
kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan 
perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, 
hak bebas dari perbudakan, dan sebagainya. Hak asasi ini bersifat langgeng 
dan menyeluruh, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-
bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap Negara 
berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. 
Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung 
tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia berkembang 
terus menerus, sehingga kebijakan regulasi perundang-undangan yang 
memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pun dibuat. Dalam 
melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, maka Pemerintah 
Kota Pekanbaru  mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tuga Dan Fungsi, 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru. 
Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Walikota,  latar belakang lahirnya Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, 
Organisasi, Tuga Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan 





1. Dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan 
anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak 
merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, 
dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. 
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang 
melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia. 
3. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota 
Pekanbaru terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga 
masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga 
diperlukan upaya perlindungan secara terpadu. 
4. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu untuk menetapkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan, 
Organisasi, Tuga Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk membantu 
terwujudnya rasa aman terhadap seluruh warga Negara khususnya 






Dalam Pasal 10 terdapat upaya pencegahan dari tindak kekerasan 




1. Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan 
anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran 
kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan 
informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan. 
2. Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut: 
a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun 
nonformal dan informal. 
b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, 
pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan 
social. 
c. Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan. 
d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap 
pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 
kekerasan. 
e. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap 
dan mudah diakses. 
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f. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak 
hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai 
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan / atau peduli 
terhadap perempuan dan anak, dan 
g. Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak 
dari tindak kekerasan. 
Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 pencegahan terjadi 
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh Satuan 







e) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
f) Mental dan spiritual, dan 
g) Ketentraman dan ketertiban 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah 
pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban 
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pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. Contohnya: SKPD dinas kesehatan, 
SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas pemuda dan olahraga, dan lain 
sebagainya,
69
 namun sesuai Peraturan Pemeritah Nomor 18 tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah, ada perubahan mendasar dalam penamaan 
dinas/badan di provinsi, kabupaten/kota. Jika sebelumnya dinas/badan 
disebut juga sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini namanya 
berubah organisasi perangkat daerah (OPD). 
70
  
Bentuk-bentuk pelayanan korban kekerasan seksual sendiri tertuang 
dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan:
71
 
1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak 
korban tindak kekerasan, sebagai berikut: 
a. Pelayanan pengaduan 
b. Pelayanan kesehatan 
c. Banuan hukum 
d. Pemulangan 
e. Rehabilitasi, reintegrasisosial, dan medikolegal 
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f. Pelayanan identifikasi, dan 
g. Pelayanan psikologis 
2) Bentuk pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang (1), ditetapkan 




c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 









Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam 
Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 
Seksual, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap 
Perempuan Korban Kekerasan Seksual pada praktiknya Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru 
maupun Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 
Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal dalam 
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik 
diantaranya belum maksimalnya dalam melaksanakan: 
a. Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 
kekerasan, terlihat dari kurangnya dalam memberikan 
pelayanan pengaduan terhadap korban, konseling, bantuan 
hukum dikarenakan masih kurangnya konselor psikolog dan 
konselor hukum yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis 





b. Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Terlihat dari 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota 
Pekanbaru ke masyarakat. 
c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelasanaan 
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 
Terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang dimiiki oleh 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota 
Pekanbaru baik dari kendaraan yang bisa menjangkau temapat-
tempat yang sulit dijangkau di Kota Pekanbaru. 
d. Serta kurangnya kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru di tengah-tengah 
masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan fungsi, tugas dan 
tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap 
perempuan korban seksual 
2. Adapun faktor yang mengahambat Pelaksanaan Tugas Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya sarana dan prasarana yang dihadapi. 





c. Kurangnya tenaga ahli, konselor, dan petugas yang memumpuni 
dibidang psikologi, dan hukum. 
d. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru maupun Unit Pelayanan 
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kehadiran nya 
ditengah masyarakat dalam memberikan perlindungan perempuan 
korban kekerasan seksual. 
B. Saran  
Agar Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan 
Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual berjalan lebih baik lagi, 
penulis mempunyai beberapa saran: 
1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru agar lebih membangun kedekatan terlebih utama kepada 
masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa Bagi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
maupun siap sedia melayani masyarakat dalam mempunya pengaduan, 
memberikan perlindungan, bimbingan konseling terhadap korban, serta 
bantuan hukum untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 





2. Bagi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana 
terutama mengadakan jenis kendaraan operasional yang mendukung 
kegiatan-kegiatan dilapangan, mengadakan pelatihan khusus atau 
meningkatkan kapasitas kepada para petugas, dan meningkatkan 
tenaga ahli yang memumpuni dibidang nya sepeti dalam bdang 
psikolog dan bantuan hukum sehingga pelayanan terhadap perempuan 
korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan baik, dan 
3. Serta masyarakat diharapkan untuk semakinaktif dalam pemenuhan 
hak-hak perempuan dan anak terutama melaporkan kepada pihak yang 
berwajib jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak khususya 
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Korban Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru. 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41  Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi 
Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022. 
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
http://dp3am.pekanbaru.go.id/,  
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Dayung Riau, https://m.goriau.com/berita/baca/diduga-ada-6-bocah-
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1. Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya 
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru daam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban 
kekerasan seksual? 
2. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Pekanbaru telah memberikan bimbingan pribadi social untuk para korban 
kekerasan seksual? 
3. Bagaimana prosedur penanganan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap korban 
kekerasan seksual? 
4. Kategori kekerasan seksual seperti apa yang sering didominasi terjadi pada 
korban kekerasan seksual? 
5. Untuk jumlah perempuan korban kekerasan seksual, apakah setiap tahun 
semakin menaik? 
6. Dalam menangani kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual, apakah 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
melakukan koordinasi dengan penegak hukum? 
7. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan 
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